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ABSTRAK 

 

RONI WULANSARI/15042046: Implementasi Kebijakan Rehabilitasi 

Rumah Tidak Layak Huni Menjadi 

Layak Huni di Kabupaten Pasaman 

Barat 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan 

rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni di Kabupaten 

Pasaman Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keseriusan Pemerintah 

Kabupaten Pasaman Barat dalam memenuhi kebutuhan dasar perumahan 

melalui peningkatan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat miskin yang 

berpenghasilan rendah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

keterbatasan anggaran rehabilitasi rumah tidak layak huni dan kurangnya 

sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara kepada msayarakat. 

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling. 

Penelitia ini dilakukan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan 

masyarakat penerima bantuan Kabupaten Pasaman Barat. Data dikumpulkan 

dengan cara melakukan wawancara, observasi dan studi dokumntasi serta 

direduksi agar bisa ditarik kesimpulan dari data yang didapat. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan 

rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni di Kabupaten 

Pasaman Barat telah dilaksanakan selama tahun 2017-2019 dan berkelanjutan 

sampai tahun 2025 Jumlah rumah yang telah selesai di rehabilitasi 

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 475 

unit rumah.  

 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Masyarakat Miskin, Rehabilitasi 

Rumah  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Rumah merupakan hal yang sangat penting dan menjadi pokok bagi 

setiap masyarakat. Rumah memiliki fungsi sebagai tempat untuk berlindung, 

selain itu rumah sebagai tempat tinggal yang aman dan nyaman ketika 

ditempati. Rumah yang layak ditempati adalah rumah yang bersih dan 

memenuhi kriteria rumah yang sehat. Terpenuhinya kebutuhan dasar rumah 

yang layak huni diharapkan mampu meningkatkan ketahanan hidup 

masyarakat. 

Kenyataannya untuk mewujudkan rumah yang layak huni bukan mudah, 

ketidaksanggupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak 

huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan masyarakat tentang 

fungsi rumah itu sendiri. Hal ini menjadikan salah satu parameter dalam 

penentu kemiskinan yaitu kondisi rumah yang tidak layak huni. Demikian juga 

persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat 

menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang 

kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan 

masalah sosial dan kesehatan. 

Menurut Pasal 1 ayat (7) UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Pemukiman. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai 

tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat 

dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi 

yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, 
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tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat 

berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat 

menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan 

bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu 

kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan 

keluarga. 

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menyebutkan bahwa Rumah 

Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan 

keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan 

penghuni ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang mempunyai 

keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah 

untuk memperoleh rumah yang layak huni. Pelaksanaan program rehabilitasi 

rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang berupa 

sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan/atau pendampingan 

penerima BSPS. 

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah di Sumatera 

Barat yang melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya dari 

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pasaman Barat memiliki 

angka kemiskinan yang cukup tinggi karena perekonomian dikuasai oleh 

perusahaan asing sehingga lahan untuk bertani bagi masyarakat semakin 
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sempit akibatnya masyarakat menjadi buruh harian pada perusahaan pengelola 

perkebunan tersebut. Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terdapat 40.038 Rumah Tangga 

Sasaran (RTS) program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 

Pasaman Barat, atau setara dengan 161.197 jiwa. Angka ini menunjukan 

kenaikan dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, dimana 

terdapat 29.410 RTS atau 128.538 jiwa. Perbedaan ini salah satunya karena 

Basis Data Terpadu (BDT) 2015 mengklasifikasikan RTS sampai dengan desil 

4 (40 persen penduduk dengan pendapatan terendah), sedangkan PPLS tahun 

2011 hanya mengklasifikasikan penduduk sampai dengan desil 3 (30 persen) 

penduduk dengan pendapatan terendah (sumber:Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015).  

Untuk mengatasi masalah kemiskinan khususnya dalam peningkatan 

kualitas rumah layak huni, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan 

dalam  Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pasaman Barat 2016-2021 bahwa 

rumah tidak layak huni (selanjutnya digunakan istilah RTLH) telah ditetapkan 

sebagai salah satu sasaran di Bidang Penanggulangan kemiskinan melalui 

pemenuhan hak masyarakat miskin atas perumahan, air bersih, sanitasi, dan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat.    

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni diharapkan dapat menyelesaikan 

salah satu persoalan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan papannya, karena 

kemiskinan pada umumnya membuat masyarakat hanya memenuhi kebutuhan 
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pangan dan sandang. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati 

Pasaman Barat No. 48 tahun 2017 tentang Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya pada Pasal 2 yakni RLTH dibentuk dengan tujuan terbangunnya 

rumah yang layak huni oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang didukung 

dengan prasarana dan sarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan 

perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan. 

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Asri Hamdi, 

ST, selaku Kepala Bidang Perumahan pada hari senin 10 September 2019, 

mangatakan bahwa : 

“…Pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui 

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dilaksanakan pada tahun 

2017. Program ini tidak dikhususkan untuk masyarakat yang mempunyai 

rumah tidak layak huni, bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang 

hanya mempunyai bahan bangunan seperti hanya mempunyai batu kali, 

semen, seng, batu batako, bahkan yang sudah ada pondasi rumah dan 

tidak memiliki dana untuk melanjutkan pembangunan rumah juga dapat 

mengajukan proposal ke Dinas”. 

 

Adapun persyaratan atau kriteria masyarakat miskin yang berhak 

mendapatkan rumah layak huni berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat 

No. 48 tahun 2017 adalah sebagai berikut : 

a) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

b) Memiliki Kartu Keluarga(KK) 

c) Memiliki Surat Keterangan belum memiliki rumah dan menempati satu-

satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni 

d) Memiliki surat tanah milik pribadi / hibah 

e) Lanjut usia sekurang-kurangnya 58 tahun atau lebih 

f) Penyandang disabilitas 
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Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Diary Fadly, 

ST. selaku Kepala Pelaksana Teknis Perumahan Swadaya pada tanggal 5 

November 2019 juga mengatakan bahwa :  

“…bahwa kriteria orang yang mendapatkan program  rumah tidak layak 

huni yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak 

berpenghasilan tetap dengan membentuk suatu kelompok minimal 10 

orang atau bisa diajukan secara perorangan. Pengerjaan rehabilitasi 

rumah dilakukan secara swakelola atau bergotong royong dalam kurun 

waktu kurang lebih satu bulan dan diawasi langsung oleh pendamping 

pelaksana yang telah ditunjuk”. 

.    

Adapun hasil finalisasi data rumah layak huni dan rumah tidak layak 

huni di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini :  

Tabel 1.1 Data Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni 

(RTLH) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 

 

No Kecamatan Jumlah 

Rumah 

 

RTLH 

 

Rumah 

Layah Huni 

 

1. Koto Balingka 5.976 118 5.918 

2. Sei Beremas 2.883 73 2.914 

3. Talamau 4.308 593 3.795 

4. Ranah Batahan 7.050 473 6.597 

5. Gunung Tuleh 5.658 326 5.322 

6. Lembah Melintang 9.578 73 9.505 

7. Sei Aur 7.308 634 6.754 

8. Sasak Ranah Pasisie 2.937 326 2.611 

9. Kinali 6.422 638 4.844 

10. Luhak Nan Duo 8.523 137 8.446 

11. Pasaman 15.025 499 14.586 

 Jumlah  75.688 3.890 72.302 

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pasaman Barat 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rumah tidak layak huni di 

Kabupaten Pasaman Barat mencapai 3.890 rumah dan jumlah terbanyak berada 

pada empat kecamatan yakni Kecamatan Kinali yaitu sebanyak 638 rumah, 

Kecamatan Sei Aur sebanyak 634 rumah, Kecamatan Talamau sebanyak 593. 

Dan Kecamatan Pasaman 499 rumah.  

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah mengimplementasikan 

program rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin,. Namun, 

dalam pelaksanaanya ditemukan beberapa masalah dalam implementasi 

program tersebut, dapat dilihat dari 3 aspek yaitu : 

1. Aspek Masyarakat Miskin 

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya kemiskinan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama untuk memenuhi kebutuhan 

rumah layak huni. Dilihat dari jumlah data penduduk miskin dan jumlah 

rumah tidak layak huni, hal ini menjadi salah satu faktor diperlukanya 

program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin 

berpenghasilan rendah atau tidak tetap. 

Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat miskin terkait 

pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten 

Pasaman Barat menjadi salah satu masalah dalam implementasi program 

tersebut, karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak 

pelaksana program. Program ini dilaksanakan berdasarkan data masyarakat 

miskin pada tahun 2015 yang ada pada Badan Pusat Statistik dan Dinas 

Sosial. Proses pengajuan penerima bantuan berdasarkan data yang ada pada 
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masing-masing nagari tanpa melakukan pendataan survei ulang, sehingga 

data tersebut kurang akurat karena jumlah masyarakat miskin di masing-

masing nagari bisa tertambah atau berkurang dalam setiap tahunya. 

Berdasarkan data yang diajukan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, sebelum menetapkan siapa yang mendapatkan bantuan 

program rehabilitasi rumah tidak layak huni pihak Dinas melakukan 

pendataan dan survei ulang untuk mendapatkan data yang akurat bagi 

masyarakat yang memiliki rumah jauh dari kata layak. 

2. Anggaran Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Pasaman 

Barat dilaksanakan pada tahun 2017. Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan dengan Kepala Bidang Perumahan program ini memberikan 

bantuan berupa pembangunan rumah layak huni yang dibangun atau terletak 

diatas tanah milik masyarakat yang kurang mampu. Program rehabilitasi 

rumah layak tidak huni dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pasaman 

Barat. Jumlah dana pada pembangunan rumah layak huni pada tahun 2017 

sebesar Rp.15.000.000 per unit. Sedangan untuk fisik bangunannya dibuat 

beton dengan tipe36 berlantai cor. Sementara itu, dilihat dari belanja untuk 

membangun rumah layak huni sangat jauh dari kata cukup yang seharusnya 

untuk rumah tipe 36 minimal tersedia Rp 25.000.000 baru bisa terpenuhi 

fasilitas rumah layak huni seperti MCK (mandi cuci kakus) dan sambungan 

listrik. 
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Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu seorang warga nagari 

Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman, Bapak Kardimin pada hari Jumat 1 

Februari 2019 mengungkapkan bahwa : 

“…Program rehabilitasi rumah tidak layak huni sangat membantu 

kami sebagai masyarakat kurang mampu untuk memperbaiki rumah 

kami yang rusak berat. Rumah saya termasuk rumah yang benar-benar 

tidak layak huni karena dinding rumah dari papan yang sudah lapuk, 

ruangan sempit, dan atap rumah saya sudah bocor. Saya tidak mampu 

untuk memperbaiki rumah saya. Pada saat pembangunan saya tidak 

mempunyai biaya sedikitpun sehingga kualitas rumah saya sangat 

sederhana, semi permanen tanpa MCK dan lantai hanya dicor”.  

 

3. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 

Dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah nilai uang Rp. 15.000.000 tidak 

langsung diserahkan kepada masyarakat penerima bantuan. Konsultan 

perumahan swadaya menyerahkan kepada ketua kelompok dan ada yang 

langsung kepada masyarakat penerima bantuan bukan berupa uang tunai 

tetapi berbentuk bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan, adapun bahan 

bangunan yang disediakan seperti batu kali, pasir, semen, papan, batu 

batako, kayu-kayu (termasuk konsen pintu dan jendela), atap rumah, dan 

paku. Sehingga bahan bangunan tersebut tidak bisa terukur nilai rupiahnya 

karena tidak dilengkapi dengan rancangan anggaran biaya (RAB). 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang warga nagari 

Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman, Bapak Ngadiman pada hari Sabtu 4 

Januari 2020 mengungkapkan bahwa : 

“…bahwa saya sangat merasa bersyukur dan berterimakasih dengan 

adanya program dari pemerintah, tetapi ada yang berbeda dalam 

penyediaan bahan. Kalau saya hanya mendapatkan bahan mentah 

semua sedangkan teman yang lain mendapatkan bahan mentah 

ditambah daun pintu dan daun jendela yang udah jadi”. 



9 

 

 

 

 

Dengan adanya kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut dan 

terkait dengan masih banyaknya tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasaman 

Barat, hal yang perlu dikaji adalah dengan adanya kebijakan tersebut 

bagaimana pelaksanaanya pada masyarakat miskin di Kabupaten Pasaman 

Barat dan bagaimana penyaluran dana bantuan rehabilitasi rumah tidak layak 

huni yang dianggarkan. Maka berdasarkan uraian tersebut penulis mengangkat 

judul “Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 

Menjadi Layak Huni di Kabupaten Pasaman Barat”. 

B. Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat di identifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Terbatasnya anggaran pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni. 

2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara kepada 

masyarakat. 

3. Tidak akuratnya data jumlah masyarakat miskin sehingga menyebabkan 

banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah 

tidak layak huni. 

4. Tidak meratanya bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. 

5. Kurangnya keterbukaan aparat nagari dan jorong dalam memasukkan data 

yang seharusnya mendapatkan bantuan, tetapi data yang diajukan adalah 

keluarga terdekat padahal dia mampu untuk merehebilitasi rumahnya 

sendiri. 
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6. Kurangnya pengawasan dari lembaga masyarakat untuk mengkritik 

masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan ternyata tetap 

mendapatkan bantuan  karena ada hubungan kekeluargaan dengan aparat 

nagari dan jorong.  

C. Batasan Masalah 

  Berdasarkan latar  belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, 

maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar pengkajian 

masalah dapat lebih terfokus dan terarah. Karena keterbatasan masalah yang 

dimiliki penulis baik dalam hal kemampuan, dana, waktu, dan tenaga maka 

penulis hanya membatasi masalah pada Implementasi Kebijakan Rehabilitasi 

Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak Huni di Kabupaten Pasaman Barat. 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni 

menjadi layak huni di Kabupaten Pasaman Barat ? 

2. Apa saja faktor penghambat implementasi kebijakan rehabilitasi rumah tidak 

layak huni menjadi layak huni di Kabupaten Pasaman Barat ? 

3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi 

kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni di 

Kabupaten Pasaman Barat ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan  implementasi kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak 

huni menjadi layak huni di Kabupaten Pasaman Barat. 

2. Mengidentifikasi faktor penghambat implementasi kebijakan rehabilitasi 

rumah tidak layak huni menjadi layak huni di Kabupaten Pasaman Barat. 

3. Mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam 

implementasi kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi layak 

huni di Kabupaten Pasaman Barat. 

F. Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

terkait antara lain dapat digunakan: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi pengembangan konsep Ilmu Administrasi Publik khususnya pada  

implementasi kebijakan publik. 

2. Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Pemerintah, dapat dijadikan sebagai masukan dalam proses 

pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui rehabilitasi 

rumah tidak layak huni di Kabupaten Pasaman Barat. 

b. Bagi masyarakat, dengan diketahui permasalahan dan solusi 

implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui rehabilitasi 

rumah tidak layak huni yang diharapkan dapat mewujudkan harapan 
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masyarakat untuk memiliki rumah yang sehat dan layak untuk ditempati 

keluarganya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


